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ABSTRAKSI 

I 

FUNGSI DAN PERANAN BENDAHARA WAN DALAM SISTEM 
PENGELOLAAN KEUANGAN D.AERAH BERDASARKAN PERA TURAN 

MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 T AHUN 2006 
(Studi Pada Bagian Administrasi Kesra Pemerintah Kota Tebing Tinggi) 

OLEH 
ARIF SAPUTRA BUDIMAN 

NPM : 05 840 0139 
BIDANG HUKUM ADMINISTRASl NEGARA 

Pembahasan yang dilakukan penulis adalah disekitar tentang tatalaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah di Kota Tebing Tinggi sehingga pengelolaan keuangan 
tersebut memberi daya guna deng['n meninjaunya berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan Kesra Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi dan apakah Permendagri No. 13 Tahun 2006 marnpu 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dala.11 pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Bagian Adrninistrasi Kesra Pemerlntah 
Kota Tebing Tinggi. 

Setelah dilakukan pP-mbahasan maka diketahui pelaksanaan administrasi 
keuangan pada Bendah'.arawan maupun organisasi induknya yaitu Bagian Keuangan 
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan 
dengan suettu tingkatan perencanaan dan perbandingan dalam penyusunan anggaran 
keuangan tahun ke depan dengan perbandingan dari tahun sebelumnya. B~gian 

Keuangan adalah salah satu Biro yang terdapat di dalam tata Pemerintah Daerah 
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi , dimana keberadaannya 
sebagai pengelolaan dan administrasi keuangan daerah dengan Bendaharawan dan 

· Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi ini bertanggung jawab 
langsung dan berada 'di bawah Gu~emur Kepala Daerah. Pengelolaan administrasi 
keuangan pada Bendaharawan maupun organisasi induknya yaitu Bagian Keua'ngan 
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah dilakukan sebagaimana mestinya s'esuai 
d~ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan : 
Perencanaan, Pemanfaatan keuangan seefisien dan seefektif mungkin, Pembukuan 
yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pelaporan dan pertanggung-jawaban. 
Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh tugas Bei;idaharawan maupun organisasi 
induknya yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 
hubungannya dengan Hukurn Administrasi negara adalali dimana Bagian dan Biro ini 
tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat 
pcren ::aaan (planning). 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Arif Saputra Budiman - Fungsi dan Peranan Bendaharawan dalam Sistem Pengelolaan....



KA TA PENG ANT AR 

Puji syuk ur pcn'u!i s pcrsemba,1kan kehadirat Tuhan Yang Mah a Esa, y11 11g 

tel ah me! imra.hkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhimya pckerjaan 

1Jcnulisan karya il mi ah dalam bentuk skripsi ini d:ipat terselesaikan. 

Skripsi pcnul is ini berjudul "Fungsi Dan Pl.!ranan Bendaharawan Dalam Si stcrn 

P<' ngclolaan Keuanga n Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 13 

Tahun :2 006 (St udi Pada Bagian Administrasi Kesra Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi)". 

Adapun penu lisan skripsi ini dimaksudi<an untuk memenuhi persyara1an 

terakhir perkuliahan penuli s di Fak-ultas I-Iukum Universitas Medan Area Bic!al1g 

Hukum Administrasi Negara dalam program per.didikan S-1 tmtuk inencapai ge lar 

Sarjana H.ukum. 

Dalam-menyelesaikan tulisan ini penulis telah l>anyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, maka pada keserl1patah irii penulis ihgin mengucapkan terima-

kasih scbesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada : 

Bapak Syafarudd in, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area. 

Bapak Zamzami. SH. MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara di 

I 

Fakultus Hukurn Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Doscn 

Pembimbing I pc1wlis. 

!bu Hj. Rahrnani ar, SH, M.Hw11, seL1ku Dosen Pembimbing II Penulis. ----------------------------------------------------- 
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Seluruh unsur aparatur Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dimana penelit ikt.n 

dilakukan. 

Bapak dan lbu Dosen serta semua staf adrninistrasi di Fakultas Hukurn Universitas 

Medan Area. ' 

Rekan-rekan sc-almamater. 

Dan pada kesempatan im penulis juga rnengucapkan terima-kasih yang tiada 

terhingga kr: pada kcd ua orang tua penuli s Ayahanda dan seluruh keluarga tercinta, 

scnwga k.:bcrhasil an pcnuti s mcnyclcsaikan studi di Fakultas Hukum Univcrsilas 

iviedan Arca adala li _juga merupakan kebahagian kita bersama. 

Den g.an scg<J la kcrendahan pc•rnlis bcrharap sernogn tulisan 1111 bcrmanfaat 

hagi kita scmua. 

Medan, Pebruari 201 O 

Penulis 

ARIF SAPUTRA BUDIMAN 
Nf>M : 05 840 0139 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Dal am ha! pelaksanaan pembangunan, keuangan merupakah salah satu 

faktor yang memcgang peranan cukup penting dalam melaksanakan pembangunan 

di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu hal keuangan ini membutuhkan 

r engelo laan y~mg baik. Tanpa pengelolaan yang baik kegiatan pembangunan yang 
t 

scdang dilaksanakan dapat terhambat. Dana-dana yang tersedia harus dapal 

dimanfaatkan dL ngan efektif dan efisien sehingga hasil-hasil pembangunan cfa11at 

dicapai seperti yang diharapkan . 

. Hal keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini tel ah 

mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dan perundang-

und2ngan ini antara lain mencakup sisterri perencanaari, pemartfaatan dan juga 

tanggung-jawab. Jika aturan dan perundang-undangan ini diabaikan maka dapal 

dipa.,tikan sasaran pcmbangunan yang telah ditentukaa tidak akan tercapai. 

Suatu unsur penting yang dipakai dalarn menjaga kelancaran pengclolaan 

keuangan ini adalah administrasi kt:uangan. Administrasi keuangan ini dimiliki 

oleh semua unsur atau badan yang terkait dal<1m melaksanakan pembangunan, baik 

di tingkat pusat maupun di tingkat da1;.;rah. 

Baik instansi negeri maupun swasta, pada instansi negeri, administ11asi 

keuangan ini biasanya disebut dengan administrasi keuangan negara. Admini strasi 
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ke uangan ini harus dikelola dengan baik karena dana yang akan dimanfrui tkan 

untuk kepcntingan orang banyak. Pengelolaan keuangan ini mencakup kegiatan 

perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta masalah-masalah keuangan lainnya 

yang sesuai dengan ketentu11n dan pcraturan peruridanga11 yang berlaku inilah y~mg 

dikat.akan dengan kegiatan administrasi keuangan negara. 

Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa hal penting yakni : 

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akurttansi, laporan 

dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan dana di pihak lain. 

Dalam si stem perencanaan, pelaksanaan akuntansi, laporan dan pengawasan 

memerlukan organisasi sebagai wadah. Organisasi dimaksuclkan bukan h.anya 

organisasi yang bersifat sosial atau yang mempunyai ruang lingkup kecil seperti 

yzmg ada di ke\urahan, misalnya organisasi pemuda, organisasi ibu-ibu dan 

I 

orga1. isasi lair>nya, tetapi juga meliputi organisasi yang mempunyai ruang lingkup 

yang besar seperti perusahaan dagang sampai kepada organisasi yang cli sehut 

dengan negara. Organisasi merupakan wadah atau tempat orang bekerjasama ntau 

trmpat :nelaksanakan administrasi . 1 

Sebagai lokasi pene 1itian akan dilakukan pada Pemerintah Kota Tebing 
' 

Tinggi. Kota Tebing Tinggi sebagai suatu wilayah otonom'. menurut Undang-

Undang No. 32 Talmn 2004 tentf\.ng Pe1aerintahan Daerah juga memfungsikan 

------ --- - ---
1 M. Suparmoko, Keuangan Negara Dal am 7r!ori dan Praktik, BPFE, Yogyakart a, 1997. Ital. 

:i I. 
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3 

sistem pengelolaan keuangan bagi daerah tersebut. 

Salah satu peraturan penting bagi daerah termasuk Kota Tebing Tinggi 

dalam kerangka pengelolaan keuangaru1ya adalah Peraturan Menteri Dalam 

Ncg<"ri No. 13 Tahun 2006 tentang Pcdoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah . 

Peraturan Menteri ini mengatur meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah , 

nsas umum dan strul<tur, APBD, pcnyusuna.n rancangan J\PBD, Penetapan J\PB D. 

penyusuna.n dan penetapan APBD bagi daerah yang belum mcmiliki DPRI ), 

Pelaksanaan APBD, Perubahan APlJ D, Pcngelolaan K as, Pcnatausahaan keuangan 

daerah, akuntansi keuangan dacrah , pertanggung jawaba.n pelaksanaan APB D, 

pembinaan dan pengawasan µengelclaan keuangan daerah, k~rugian daerah dm1 

pengelolaan keuangan BLUD. 

A. Penegasali dan Pengertian Judul 

Skripsi ini berjudul "Fungsi dan Peranan Bendaharawan Dalam Sister 1 

Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dala m 

Negeri No. 13 Tahun 2006 (Studi Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)". 

Sebagaimana kita ketah~i bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judu l, 

karena ia dapat menggambarkan a.pa yang menjadi intisari karya ilmiah dimaksud. 

Untuk mengetahui pengertian judul sktipsi ini lebih rrtendalam, di bawah 1111 

penulis akan menguraikan kaitannya dengan judd skripsi ini, yaitu: 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Arif Saputra Budiman - Fungsi dan Peranan Bendaharawan dalam Sistem Pengelolaan....



Fungsi da.n Pera.nan diartikan sebagai wujud kcwcnangan suatu lcmbaga. 

Rendaharawan adalah penai.ggung jawab (pcmegang) atau pcng'1rus 

keuangan. 3 

Dalam diartikan sebagai kondisi yang menjelaskan keberadaan suatu bend a 

atau suatu keadaan. 

Sistem adalah tata atau susunan yang sedemikian rupa dibuat. 

Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mentcri 

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah kesduruhan kegiatan yang meli put i 

perencanaan, pelaksanaan; penatausahaan, pelaporan, pertanggung j awah ~rn . 

dan pengawasan keuangan daerah . 

Berdasarkan adalah kaedah yang berlaku sebagai das3.f pijakan. 

Peraturan Menteri Dala.m Neg,eri No. 13 Tahun 2006 adalah peratur::m tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Studi Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah merupakan lokasi pend itian 

akan dilakukan. 

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan. yang 

dilakukan penulis adalah disekitar tentang tatalaksanaan pengclolaan keuanga.n 

daerah di Kota Tebing Tihggi sehingga pertgelolaan keuangan tersebut niemberi 

daya guna dengan meninjaunya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nei;,eri No. 

271. 

2 Dinas Pendidikan Nasional, 'Camus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 2003 , hn\. 

3 Ibid., hal. 421. ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Arif Saputra Budiman - Fungsi dan Peranan Bendaharawan dalam Sistem Pengelolaan....



13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngelol aan Keuangan Daerah. 

B. Alasan Pem!lihan Judul 

Bendahara Keuangan Kesra adalah satu satu Bagian yang terdapat di 

Sckrciari at Dacrah Kota Tebing Tinggi , dan dalam pelaksanaan tugas-tugas Bagian 

Kcuanr,an tcrsebut maka Bagian Keuangan memiliki tugas, yang mana salah satu 

d::i.ripadanya adalah pelaksanaa.1 pengelolaan keuangan daerah. 

Dana adalah sarana penunjang untuk lancarriya kegiatan kerja. Oleh sebpb 

itu pengelolaan i..:.euangan daerah pada Bagian Keuangan harus dikelola dengJ.n 

sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan administrasi keuangan . yang baik akan 

menyangkut beberapa aspek antara lain : 

1. Dana yang tersedia mempurtyai asal dan tujuan yang jelas. 

2. Adanya tenaga ahli 'yangjujur dan berdedikasi. 

J. Harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telai1 ada yang khusus 1:1engenai 

penge lolaan administrasi keuangan. 

Bagian Keuangan Kota Tebingi Tinggi melalui aparaturnya dalam kegiatan 

organisasinya juga melaksanakan adniinistrasi keuangan. T etapi dalam praktekn'ya 

tetap juga ditemukan hambatan-hambatan seperti tidak terkoordinasinya dengan 

baik perihal penerimaan dan penge:uaran. Keadaan tersebut sebenamya tidak 

menghambat kegiatan organisasi, tetapi jika dibiarkan terus-menerus akian 

berakibat buruk bagi orgams1::1s1. Keadaan tersebutlah yang ingin dibahas oleh 
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pcnulis dalarn skripsi ini. 

C. Permasalahan 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk 

mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan 
' ' 

dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan ihilah yang menjadi 

dasar penulis untuk melakukan T)embahasan selanjutnya. 

Ada pun pennasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah : 

I . H agnimnn i1 rcrngc10Jan ri k c'l:umgan do ' rflh yang di\aku\.;.an oleh Rendaharnwan 

Kcsra Pemerintah Kota Tebing Tinggi ? 

2. Apak<!h Permendagri No. 13 Tahun 2006 mampu meningkatkan efisiensi dan 

cfektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah? 

D. Ripotesa 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

diajukan. "Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, mak a 

permasalc.han-permasalahan m1 akan dijawab sementara dalam runU'. san 
_____/ 

hypothesa, karena hypotesa merupakan suatu jawaba11 sementara dari suatu 

· permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian " .4 

4 Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skriµsi dan Metode Peneli.'ian Hukum, Diterbitkan 01.;h 
Fak. Hukurn USU, Medan, 1990, hal. 3. 
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Jadi hipotesa dapat diartikan j av,:aban sementara yang harus diuj i 

kehcnarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demiki an 

yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adal ah : 

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bendaharawa.1 Kesra 

Pemerintah Kota T~bing Tinggi adalah dilakukan berdasru-kan Permendagri No. 
13 Tahun 2006 . 

2. Perm~ndagri No. 13 Tahun 2006 mampu meningkatkan efisiensi clan 

efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

E. Tujuan Penulisan · 

Adapun tujuan pembahasan ini adalah : 

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebaga1 mab ::isi swa 

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area Procsram Studi Ilmu Hukum Administrasi Negara. 

2. Di samping itu rula penulis membahas materi skripsi ini untuk memberi kan 

sedikit surrtbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal Hukum 

Administrasi Negara apabila dihubungkan dengan pengelolaan administrasi 

keuangan. 

3. Kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mehgarhbil rhanfaat dan 

mengetahui , lebih jauh . menfenai fungsi Bagian Keuangan khususnya 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi di dalam pengelolaan administrasi keuangan ----------------------------------------------------- 
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daerah. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam p~nulisan skripsi ini , penulis telah berusaha sedaya upaya untuk 

rnengumpulkan data-data guna melengkapi kesempumaan pembahasan skripsi ini, 

dimana dalam hal ini d,igunakan dua metode penelitian yaitu : 

1. Ponelition Kcpusttlkaan (Library Research) 

.f)isini penulis IY.elakt;kan penelitian dengan earn mempclajari bahan-hah nn 

bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun heberapa litera tur­

\iteratur yang mendukung penulisan dan pembahasan skri9si penulis ini . 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan pene!itian secara 

langsung di Bagian Keuangan Kota Tebing Tinggi, dengan pengamatan secara 

· langsung maupun men1Sadakan wawancara kepada yang bcrwenang 

memberikan informasi di instansi tersebut. 

G. Sistematika Penulisan 

S istematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penu 1 is 

sedemik!an rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing lfab 

mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkar. sebagai berikut : 
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Bab I. PENDAHULUAN. 

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum da\am 

sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judu\, 

Alasan Pemilihan Judul , Permasalahan, Hipotesa, Tuj uan 

Pembahasan, Me: ode Pengumpulan Data serta Sistenrnti · n 

Per.ulisan. 

Bab Il TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI KEUANGA N 

Dalam bab ini akan dibah'lS tentang Pengertian Administrns i 

Keuangan, Pelaksanaan Adrninistrasi Keuangan, Pentingnya 

Administrasi Keuangan. 

13ab III. TINJAUAN UMUM TENTANG BENDAHARAWAN BAGIAN 

KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBfNG 
' 

TINGGI 

DaJam bab yang kedua irti aka.rt diuraikan tentang : Fungsi 

Kedudukan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Jenis-J eni s 

Bendal1arawan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Teb ing 

Tinggi. 

Bab IV. PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA WAN KEUANGAN 

BAGIAN KESRA PEMERlNTAH KOTA TEBING TINGGI. 

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Mekani
1
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Kcrj a Admini strasi Keuangan Pada Bagian Keuangart Sekretariat 

Daerah Kota Tebing Tinggi, Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi 

Bendaharawan Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan, 

1-lubungan Bendaharawan Dengan Keberhasilan Kerja Bag jan 

Kl:uangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi serta Hubungan 

Bendaharawan Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Hukum 

Administrasi Negara. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan 

danjuga Saran-Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI KEUANGAN 

A. Pengcrtian Administrasi Kcuangan 

/\dministrasi keuangan mernpakan suatu bentuk kegiatan administrasi yang 

khusus pada rnasalah keuangan. Pada setiap organisasi , rnasalah keuangan 

merupakan masalah yang penting sehingga harus ditanggapi dengan sehaik-
0 

baiknya, kegiatan apapun yang akan dilakukan jika tidak mendapat J11kungan 

k :uangan yang cuku~ maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai tujuan hng 
diinginkan. 

Soewamo Handayaningrat mengatakan bahwa " Administrasi keuangan 

adalah pengelolaan anggaran pencapatan dan belanja negara, yaitu mul a! ' dari 

proses penyusunan rencana anggaran, pengesahan anggaran ". 5 

Dari pengertian tersebut n-enunjukkan bagaimana kompleksnya kegiatan 

administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi pengelolaan angg;:iran 

pendapat dan belanja negara. 

Anggaran pendapatan dan belanjc: negara dapat dikatakan sebagai 

penyelengc;araan utama pembangunan nasional. Sektor-sektor yang potensial untuk 

niengumpulkan pendapatan negara, harus benar-benar dikelola dengan 

3 Soewamo Handayangirat, Op.Cit, hal. 173 . 
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administrasi yang baik, oleh sebab itu ci.dmini strasi keuangan memul aikegiatan 

sejak proses penyusunan rancangan anggaran tersebut di sahkan atau disetuju i. 

Pelaksanaan anggaran merupakan tujuan dari administrasi keuangan. 

Pelaksana:m anggaran dimaksudkan adalah proses kegiatan administrasi di mana 

anggaran tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi organisasi. D<il am 

pelaksanaan anggaran inilah sebenamya inti kegiatan administrasi keuangan dapat 

dilihat dengan jelas. Pada proses ini dana-dana yang telah dikelol a . dan 

didistribusikan kepada unit-unit organisas i yang ada agar penggunaan dam 

terse but efekti f dan efisien. 

Bagian terakh\r dari admini stras i keuangan adalah pengawasan anggani n 

dan belanja negara. Penggtinaan dana - dana yang ada hs rus benar-benar mencapai 

sasaran dan untuk itu harus diadakan kegiatan pengawasan yang benar agar cl ana 

tersebut tidak diselewengkan. Pengawasan merupakan bagian terpenting dari 

fung~ i manaj emen yang juga merupakan bagian dari administrasi. Tanpa 

pengawasan yang baik, pengelolaa11 keuangan dapat saja tidak mencapai sr1saran 

dan ha! ini berarti penggunaan dana organisasi tidak dapat pada sasarannya. 

Keuangan daerah secara sederhar1a dapat dirumuskan " Semua hak c!an 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dernikian pula segala sesuatu ba ik 

berupa uang maupun barartg yang dapat dijadikan kekayaari daerah sepanjang 

belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi sertd pihak­

pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku ". 
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Rumusan di atas mengemukal·an dua urisur penting yaitu : 

I . Semu2 hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah , retribusi 

daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang 

berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah. 

2. Kewajiban daerah, dapat berupa kewajiban untuk membayar atau 

mengeluark an uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka 

pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksariaan tugas urrtum dan tugas 

pembangunan oleh daerah yang bersangkutai1. 
I 

D ari hat tersebut maka dapat digariskan bahwa administras i keuan gnn 

daerah sebagai keseluruhari proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar ~apa 

yang dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Dalam rumusan tersebut di atas tcrdapat istilah jangka waktu tertentu. 

Istilah itu sendiri sengaja dim~ukkan mengingat garis edar atau siklus anggaran 

negara kita dimulai l Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya, juga 

diberl akukan pada cinggaran daerah di samping untuk rnembatasi istilah proses 

yang awalnya untuk tidak diketahui akhimya. Di samping itu untuk memudahkrrn 

pelaksanaan anggaran itu sendiri. 

Secara lebih sederhana dan agar lebih mudah dipahami maka dapat 

di simpulkan bahwa administrasi keuangan daerah adalah organisasi dan 

manajemen daripada sumber-sumber yang berada dalam sesuatu daerah, guna 

mc.ncapai tujuan yar.g diinginkan daerah. Rumusan tersebut cukup jelas 
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mengingat: 

l . Daerah merupakan kesatuan masy2.rakat hukum yang mempunyai bafas 

wilayah tertentu yang terkoordinir dalam suatu organisasi sebagai wadah dan 

pengelompokkan kegiatan dan sumber daya. 

2. Sumber daya tersebut sebagai modal dasar, 

3. Manajemen sebagai suatu proses pengendalian dalam pengelolaan sumber 

duya yang ada. 

4. Memiliki tujuan yang jelas. 

Rerbicara tentang administrasi keuangan daerah pada intinya adalah 

... 
bcrkenaan dengan masalah pengelo!aan keuangan daernh yaitu Anggaran 

Penda1,atan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalam dir.amikanya menunjukkan 

suatu siklus yang terns-menerus berjalan. Hal ini lazim discbut dengan istilah 

"budget cycle " atau lingkaran edar anggaran. 

Siklus menggambarkan lingkaran atau garis edar berputarnya angga11an 

dari titik permulaan untuk par!a akhirnya kembali pada titik permulaan itu, dan 
' 

demikianlah seterusnya. 

Budget cycle itu lebih jelas'1ya mempunyai pengertian sebagai berihit 

. Lingkaran yang dimaksud adalah untuk menggambarkan suatu masa sedangkan 

beredarnya anggaran merupakan pro~es kegiatan manusia <li bidang penganggarnn 

yang dimaksud. 
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Hal -ha! yang mcrupakan dasar ataupun rncrupakan prinsip dari garis edar 

APBD tahap-tahapnya adalah scbaga; berikut : 

I. Pcnyusunan Anggaran Pendapatan Bclanja Dacrah bcst.:rta penctapannya 
ke dalam peraturan daerah berikut pengcsahannya oleh pejabat yang 
berwenang, 

2. Pelaksanaannya oleh kepala daerah selaku penguasa anggaran daerah yang 
telah memiliki otorisasi yang bersumbcr dari Peraturan Daerah tentang 
APBD dan b.::rikut pengesahannya Peraturan Daerah tersebut olch pej abat 
yang berwenang. 

3. Perhitungan dari ! .nggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah 
berakhitnya ma.Sa kerja atau ma.sa dinas anggaran dengan penetapannya kt.:: 

dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang 
berwenang. 6 

Di dalam keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas, fungsi pengawasan 

adalah juga unsur yang tidak kalah pentingnya, schingga tidak dapat dipi sahkan 

dalam rangka pengelolaan keuangan d<!crah. 

Pengertian keuangar. dalarn topik tulisan i11i tidak terlepas dari administrasi 

keuangan negara atau administrasi negara pada umumnya. Peranannya sangat 

mutlak dalam negara Kesatuan Republik Indor.esia, yang ingin mewujudkan suatu 

tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmm yang merata 

materil dan spritual berdasarkan Pancasila. 

Hubungan antara pemcrintah pusat dan pemerintah dalam hal ini dengan 

jelas dapat dilihat dari administrasi keuangan ini. Dalam rangka pelaksan4an 

otonomi, pemcrintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan un ~ uk 

6 Djoefri Abdullah, Pokolc-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah, Cipta Rukun 
Sarana, Jakarta, 1984,' hal. I. 
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membiayai pengeluaran-pt>ngeluarannya. Pendapatan-pendapatan itu yang 

diperoleh sebagian bersumber dari pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya · di 

bawah ini akan dikutip antara lain '.'.umber-sumber penerimaan kewmgan 

. daerah, sebagai berikut : 

I. Dari pendapat~n melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daernh 
dan atau yang bukan menjadi kewenangan pemaj akm1 pemerintah pusat 
dan masih ada potensinya <li daerah, 

2. Penerimaan dari jasa-j '1Sa pelayanan dacrah seperti rctribusi, tari!' 
perizinan, 

3. Penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah, 
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah rlaerah. Dengan ini dimaksudkan sebagai b<:g ian 
penerimaan tertentu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan 
kemudian diserahkan ke daerah. Tentang hal ini untuk masing-mas.ing 
daerah berbeda-beda persentasi penerimaannya, karen:i kriteria kondi si 
daerah yang bcrsangkutan. 

5. Pendapatan daerah karena subsidi secara langsung dan penggunaannya 
ditentukan secara la..'lg<>ung. 

6. Bantuan khusus dari pusat yang sering disebut dengan istilah ganjaran. 7 

Di dalam pengelola211 keuangan daerah ada diatur pada Undang-Und~ng 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 san1pai 

dengari pasal 86, pada Urtdang-Urtdang No. 25 Tahun 1999 Tentarig Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dikarenakan PP terhadap UU No. 

22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 belum e.da, sehingga dalam satu sisi 

PP yang lama trtasih dipetgurtakah sepilfijang tidak bertentartgari dertgan Undang-

Undang di aLas. Adapun PP tersebut adalah Peraturar. Pemerintah No. 5 Tahun 

7 Bintoro Tjokroamijoyo, Pengantar Adrninistrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1980, hal . 
21. ----------------------------------------------------- 
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1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daedh. 

Kemudian pada Peraturan Perr erintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan 
' 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 

Daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian ada Peraturan Menteri 

. Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusuncrn 

Ar ggaran Pendapatan .dan Penyusunan Perhitungan Anggarru1 Pendapatan dan 

Belanj a Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang 

pelaksanaan tuntutan pcrbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuai1gan dan 

. materi al daerah dan lain-lain ketentuan yang berlaku berkenaan dengan 

keuangan daerah, sesuai dengan Pasal 23 Undang-U:-idang Dasar 1945 yang 

berbunyi : 

Menyatakan bahwa dalam ha! menetapkan pendapatan dan belanj a, 
kcdudukan DPR lebih I :uat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda 
kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk 
menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatk\ln 
beban kepada rakyat, seperti pajak da.ii lain-lainnya hatus ditetapkan denghn 
UU yaitu d ~ngan persetujuan DPR. Juga tentang hal macam dan harga me.ta 
uang ditetapkan dengan UU. Ini penting karena kedudukan uang itu besar 
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar . dan 
pengukur harga. Sebap,ai alat penukar unt11k memudahkan penukaran jual 
beli dalam rnasyarakat. Berhubung dengan itu per!u ada macam dan rupa 
uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar 
menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang 
menjadi pengukur harga itu mestilah tetap hatganya, jangan rtaik turun 
karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu 
harus ditetapkan dengan UU. Berhubungan dengan itu, kedudukan BI yang 
akan mengeluarkan dru1 mengatur peredaran uar.g kertas, ditetapkan dengan 
UU. 

Anggaran daerah baik ditinj au dari peraturan daerah sebagai rencana yang ----------------------------------------------------- 
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menggambarkan kerangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk ma1>a 

satu tahun adalah sangat penting artinya. Itu merupakan pedoman kerja dalam 

kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu anggaran daerah itu seti ap 

' 
tahunnya harus mendapat penetapan dan pengesahan sesuai dengah Peraturan 

Pemerintah No. 22 Tahun l 999 pada pasal 86. 

Anggaran daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun 

pengesahannya oleh pejabat berwenang pada hakekatnya adalah tindakan 

pemberian otori sasi kepada kepala daerah untuk melaksanakannya seperti apa yang 

sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan 

... 
demiki ~n kepala daerah adalah penguasa anggaran daerah tersebut. Dalan1 tekni s 

pelaksanaannya anggaran daerah itu bertitik tolak dari Keputusan Menteri Dalarn 

Negeri No. 903 - 304 tahun 1980 yang menyatakan bahwa hak: dan wewenang 

pelak:sanaan keuangan terdiri dari tiga unsur dengan maksud agar terpeliharanya 

pengurusan yang saling mengawasi. Ketiga unsur dimak:sud adalah : 

1. Hak dan wewenang otorisasi, 

2. Hak dan wewenang ordonator. 

3. Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas daerah. 

Penjelasan hak d~n wewenang tersebut di atas adal ah sebagai berikut : 

l . Hak dan wcwenang otorisasi. 

Hak ini dipegang oleh kepala daerah untuk melak:ukan tindakan dalam 

mcnyelenggarakan rumah tangga daerah yang membawa akibat. ----------------------------------------------------- 
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a. Mendatangkan pendapatan dacrah sesuai dengan peraturan pemerintah 

Negara Republik Indonesia PP No. 10 Tahun 1975 pasal 12. 

Ayo.t I : Kepala Daerai1 menjaga agar segala peraturan dan lain penetapan 

mengenai pendapatan datrah dijalank.an sebaik-baiknya se1rta 

segala piutang daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan 

tepat waktunya. 

b. Pengeluara'.n dalam batas-batas anggaran daerah, sesuai dengan PP No. 5 

tahun 197 5 pasal 21 . 

Ayat 1 : Kepala daerah berwcnang untuk melakukan tindakan yang 

mengakibatkaii pengeluaran uang dalam ba~as-batas angga~an 

daerah. 

Ayat 2 : Untuk tiap pengeluaran atas peraturan anggaran daerah 

diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah at~u 

surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan 

otorisasi seperti surnt keputusan kepegawaian. 

Otorisasi dibedakan pada dua jenis yaitu otorisasi Insedentil dan otorisatsi 

permanen. Otorisasi insidentil adalah surat keputusan otorisasi yang berlaku 

pembebanannya dalam batas waktu tahun anggaran yang bersangkutan, seprti 

penyediaan kredit untuk keperluan belanja daerah, perjalanan dinas dan alain­

lain. Otoris<lsi permanen adalah bersifat berke!anjutan dan berlaku tetap sebagai 

· dasar penyediaan kredit pada tiap-tiap tahun anggaran. Seperti peraturai1 gaj i 
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pegawai dan surat keputusan pengangkatan pegawai. Sebclum surat keputu '>an 

otorisasi diterbitkan oleh bendaharawan/dinas/lembaga daerah harus 

mengajukan : · 

a. Daftar usulan dan kegiatari. daerah (DUKDA) untuk bclanja rutin. 

b. Daftar usulan proyek daerah (;)lJPDA) untuk bclanja pcmbangunan. 

Apabila usu! ini <lisahkan maka DUKDA tadi menjadi DIPDA (Daftar Isinn 

proyek Daerah). Setelah DIKDA ini disahkan oleh kcpala daerah segernl ah 

diterbitkan surat keputusan otorisasi w1tuk penyediaan dana dan anggaran guna 

membiayai pengeluaran-pengelu2ran tersebut. 

2. Hak dan wewenang Ordonator. 

Hak ini merupakan hak mcnguji atas setiap tagihan yang memberatkan 

anggaran daerah dan berwenang membebankannya pada pasal-pasal angg?-ran 
I 

yang tercantum di anggaran daerah dengan 1lienerbitkan surat perintah 

membayar uang (SP~1U). Hak dan wewenang ini didelegasikan oleh kepala 

daera.~ W1tuk pejabat yang ditunjuk. Pasal 24 PP No. 5 tahun 1975. 

Segala penagihan dan memberatkan anggaran daerah diperiksa, diselesaikan 

dan diperintahkan untuk dibayar oleh kepala Daerah. 

Kemudian Pa.sat 25 PP No. 5 Tahun 1975 juga menyatakan : 

Pembayarnn yang memberatkan anggarai1 uaerah baik sebagai beban tetap 

maupun sebagai beban sementara dilakukan dengan surat perintah membayar 

uung (SPMU) yang ditanda tangani oleh pejabat atas nama kepala daerah yang 

----------------------------------------------------- 
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ditunjuk d ~ngan surat keputusan. 

Oleh ordonator pada setiap penerbitan SPMU harus didasarkan kepada daftar 

isian proyek daerah yang telah disahkan ol~h surat keputusan otorisasi yang 

diterbitkan kepada daerah. 

3. Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas. 

Bendaharawan pemegang kas daerah berhak memeriksa kas tanda-tanda bukti 

pengeluarari atas beban artggara1a daerah yaitu SPMU yang ditanda tangani 

oleh ordonator dan juga pemegang kas daerah berwenang menerima, 

menyimpan dan membayarkan serta menyerahkan uang daerah. Hak dan 

wewcnang untuk ini didelegasikan oleh kepala daerah kepada pejabat yang 

ditunj uk untuk it u. 

B. Pelaksanaan Administrasi Keuangan 

Sesuai dengan pengertian dari administrasi keuangan maka pelaksanaan 

administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran pendapatan administrasi dan 

belanja negara mulai dari proses penyusunart rancarigari ariggarah, pengesahan 
I 

anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran. Dari ha! di atas dapat 

dilihat bahwa pelakskanaan yang menyangkut penyusunan rancangan anggaran 

tidak ter1ep2s dari perencat.aan. 

Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat 

· penting sekali dalam usaha pencapaian tujuan. Namun sebelum kita membuat suatu ----------------------------------------------------- 
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perencanaan maka kita terlebih dahulu ni.engadakan penyelidikan pendahuluari. 

Penyclidikan pendahuluan ini bennaksud untuk mengetahui kemungkinan-

kemungkinan yang ada sesuai dengan fakta dan situas1 scrta kondisi yang ada di 

lapangan objek yang akan kita jadikan sasaran kcgiata:1. Penyelidikan pendahuluan 

adal ah suatu usaha yang s i s t~mati s untuk meramalkan masa depan, melalui fakta-
, 

fakt a milah nanatinya akan digunakan sebagai masukan dalam membuat suatu 

perencanaan yang ccnnat. 

Suatu perusahaan atau organisasi yang tidak membuat perencanaan yang 

I 
bai\ akan menemukan kegagalan dalam melakukan kegiatan organisasi atau 

perusahaannya. Kegiatan yang tanpa ditopang oleh perencanaan yang baik tersebut 

akan men emukan kegagalan dan kegiatan tersebut akan sia-sia belaka. Oleh karena 

itu untuk mendapat hasil yang baik JJerlu ada perencanaan yang baik pula, karena 

· perencanaan yang baik dapat mengarahkan kegiatan organisasi ke arah tujuan yang 

telcth ditetapkan sebelurhnya. 

Perencanaan merupakan dasar untuk tindakan a<lministrasi atau pimpinan 

:::gar berhas il dengan baik, perencanaan yang baik sarlgat memudahkan tugas 

· scorang pemimpin. Bila tujuan organisasi suciah diketahui, :naka kemungkinan 

u11tuk mencarai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen akan menjadi sangat 

hesar. 

Perencanaan memungkinkan kita untuk memakai tenaga manusia, 

perlengkapan, fasilitas dan uang seefisien dan seefektif mungkin. Dalam membuat 

I 
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suatu perencanaan si;orang p1mpman harus rnemperkirakan terlebih dahulu 

kesempatan - kesempatan, masalah-masalah, dan rintangan-rintangan yang 

mungkin timbul pada :nasa-masa yang akan datang. Perencanaan juga memberikan 

titik pengawasan dan penelitian yang sebaik-baik'lya terhadap masa suatu 

pcker.;aan dilaksanakan . 

C . Pentingnya Administr'lsi Keuangim 

Pelaksanaan adrr.inistrasi keuangan yang merupakan kegiatan pengelblaan 

kekayaan negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terlaksananya 

kegiatan administrasi ke11angan dengan baik dan lancar akru1 dapat menunj ang 
I 

kegiatan sehari-hari dari pada organisasi. 

Dalam pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup kegiatan 

perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan atau pembelanjaan dan pertanggung-

jawabannya yang dilakukan dengan baik akan tercipta suatu sistem admini stras i 

yang rapi dan bersih, dengan demikian program-program yang telah ditetapkan 

akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. 

Pelaksanaan administrasi keuangan yang baik dan rapi juga akan menj amin 

terkelolanya sumber daya dan potensi yang ada dan dimiliki oleh organisasi, 

terutan1a pengelolaan dan menjadi pendukung utama kehidupan suah.' organi sas i. 

Administrasi keuar.gan mengeloia kegunaan daya yang dimiliki organisa~ i agar 

kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Administrasi keuangan yang baik 
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dan rap1 JUga akan menJam1.1 tidak terjadinya pemborosan-pemborosan dalam 

penggunaan dana yang dimiliki organisasi dan juga menghindarkan organisasi dari 

memanipul~i dan penyelwengan yang mungkin dilakukan oleh oknurn-oknum 

tertentu dalam kegiatan pencapaian tujuan suatu organisasi. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG BENDAHARAWAN BAGIAN 

KElJANGAN SEKRETARIAT DAER:\H KOTA TEBING TlNGGl 

/ .. Fungsi Kedudukan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing 

Tinggi 

Pengelolaan keuangan menipakan sumu kegiatan dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi administrasi negara, khsuus dalam .bidang keuangan yaitu fun gs i 

I 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas cara memperoleh clan 

menggunakan dana yang tersedia. Dengan demikian ketiga fungsi ini satu sl'.ma 

lain saling berhu~ungan dan saling mempengaruhi. 

Fungsi-fungsi dari pengelolaan keuangan di Daerah Tingkat I dapat terlihat 

dari sebuah struktur organi~asi, ~dministrasi kepegawaian Bagia11 Keuangan 

sampai dengan efektivitas dar. produktivitas. 

Sesuai deng'll1 Pr.sal 23 Surat keputusan menteri Dalam Negeri No . 1230 

tahun 1978, tentang Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Mempcrsiapkan bahan-bahan danmenyusun Anggaran pendapatan dan Be l ~nja 

Dae rah, 

2. Mengelola Administrasi Keuangan Daerah, 

3. Mengadakan penilaian pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daernh 

4. Menyusun pra rem:ana peraturan daerah dalam bidang keuangan daerah. 
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5. Menyusun program. mengatur dan mertgawasi terselertggarartya dalam turut 

serta merencanakan dan mempersiapkan ket~ntuan-ketentuan peningkatan 

I 
claerah. 

6. Melaksanakan penyelenggaraan tata usaha bagiart 

7. Melakukan koordinasi uengan ragian-bagian, komponen dinas dan instansi 
. ' 

yang terkait. 

Seclangkan kedudukan dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota 

Tehing Tinggi berada pada lbt:kota Kota Tebing Tinggi. 

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan di dal~m 

bagian pcrtama bab ini mak.a melalui Keputusan Kepala Daerah Kota Tebing 

Tinggi tanggal 30 Maret 1994, No. 061.1689/K/org/Thn 1994, tentang Uraian 

Tugas Suh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah maka pada Bab XVI Pasal 
I 

15 0 Bagi an Keuangan terdiri dari: 

1. Bagian Anggaran 

2. Bagia.1 Pembukuan 

3. Bagian Perbendaharaan 

· 4. Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan 

5. Bagian Verifikasi. 

Pada Pasal 160 sarnpa1 162 Sub Bagian Angg3ran baik rutin maupun 
----------------------------------------------------- 
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pemban~unan mcmpunyai tuga.;; : 

I. Mengurnpulk an data dan hahan pen yusunan anggaran rutin/ pembangunan, 

2. Mempelajari Jan mengan ali sa scluruh data dan bahan untuk dikl as ifikasi dan 

sistcrnatisasi agar memperoleh '..lata guna bahan penyusunan anggarari., 

3. Mclaksanakan penyusunan naskah SKO Anggaran Rutin/ l' embangunan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-U'1dangan, 

4. Menerima ctan mengolah rencana Anggaran Rutin/Pembangunan dari 9inas, 

Badan/Perangkat di LinGkungan Pemda. 

5. Mernpersiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep Nota Keuangan 

tentan1:; anggaran rutin/ pernbangunan sesuai dei1gan laporan yang dite!·ima dar i 

sctiap unit kcrja/unit organisasi terkait. 

. 6. Mengolah dan mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka n:ncana perub8han 

anggaran sert c:1 mempersiapkan Nota Perubahan Anggaran guna disampaikan 

kepada DPRD Tingkat Il. 

7. Mempersiapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan DIKJDIP. 

8. Melakukan Pengenda:ian terhadap penyediaan kredit anggaran. 

9. Mempersiapkan rencana program kerja triwulan/tahunan di bidang pengeluaran 

dan pemasukan . 

Sub. Bagian pembu'.;.uan pada Pasal 164 sampai Pasal 165 pada paragraf 2 

mempunyai tugas : 

1. Mengump •. ilkan data dan bahan dalam rangka penyL:sunan perhitungan ·,ahun 
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anggaran, 

2. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran sespai 

dengan perundang-undangan, 

3. Membuat Buku Perhitungan APBD dengan cara mengumpulkan data 

penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggung jawaban, 

4. Melakukan pembukuan dalam model-model yang d1pergunakan untuk bah a.11 

perhitungan anggaran, 

5. Melakukan pembukuan yang sifatnya administra 'i i berupa perhit unga 11 

pemindahan dan perbaikan, 

6. Mempcrsiapkan data-data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan 

setoran pendapatan secara berkala, bulan:m, triwulan dan tahunan. 

Sub Bagian Perbendaharaan pada P11sal 167 sampai pasal 171 pada 

paragraf 2 mempunyai tugas : 

Mengumpulkan data dan bahan penerbitan SPMU untuk Belanja 

Rutin/Pembangunan dan Gaji yang bersifat Beb:rn tetap maupun Bebhn 

Sementara ( UUDP), 

2. Mempelajari dan menganalisa data <la.Tl bahan sebagai bahan masukan untuk 

mengadakan perigujian dengan seksarria terhadap semua periagihan dan surat 

permintaan pembayaran (SPP) uang untuk dipertanggung jawabkan. 

3. Memeriksa surat · perintah penagihan/perierimaan dan menguj i kebenaran 

penagihan. 
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4. Menerbitkan SPMU Subsidi /Perimbangan Keuargan dan Bagian Pajak 

Daerah. 

5. Mencrbitkan Surat Keterangan pemberhentian Pembayaran (SKPP ), 

menyiapkan daftar pembayaran pensiun dan menerbitkan SPMU. 

6. Melayani permintaan suppletair dan tunjangan-tunjangan lainnya, memeriksa 

dan mengeluarkan surat petunjuk berkena.an dengan pengeluaran DO beras 

bagi pegawai-pegawai. 

Sub Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan pada Pasal 172 sampai 1 rs 
mempunyai tugas : 

1. Mengumpulkan data dan bahan pembinaan serta petunjuk t~knis, penyusurtan 

dan perhitung~ anggaran pendapatan dan belanja ctaerah tingkat 11. 

2. Melakukan bimbingan atas kesempurnaah dalani rangka penyusunan APBD 

T~ngkat II dengan monitoring kegiatan penyusunan. 

3. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengesahan perubahan APBD Tingkat II 

dengan cara memeriksa pengusulan anggaran dari Daerah Tingkat II. 

Sub Bagian Verifikasi pada Pasal 176 sampai 178 pada paragraf I terdiri 

atas 2 Sub Bagian yaitu : 

• Sub Bagian Anggaran Rutin 

• Sub Bagian Anggaran Pembangunan 

Sub Bagian Anggaran Rutin/Pembangunan dimaksud dalam Pasal I ~6 

sampai 178 di atas mempunyai tugas : 
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1. Mengumpulka'.1 data dan bahan dalam rangka melakukan analisa reali sasi 

anggaran Rutin/ Pcmbangunan, 

2. Mcmpclajari Lbn mcnganalisa seluruh kegiatan untuk diklasifikasikan drn1 

sistematis:isi guna memperoleh data realisasi kegiatan untuk anggaran 

pendapatan rutin/pembangunan. 

3. Mcneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pendapatan dan laporan penerimaan 

daerah dari Be11daharawan Khusus penerima dan koordinasi dengan dinas 

p~ndapatan daerah 

4. Mempersiapkan bahan-uahan dalam rangka penyusunan naskah basil 

pemeriksaan surat pertanggung jawabai1 penerimaan yang dituangkan df lam 

bentuk nota pendapatan pemeriksaan yang disan1paikar, kepada atasan. 

5. Mempersiapkan SPJ berikut tata cara pembukuannya tentang pelaksanaan 

anggaran pendapatan rutin/Pembangurtan yang diolah khusus bendaharawari 

penerima dan Dinas-Dinas lembaga lainnya dalam lingkungan Pemda. 

6. Mencatat jumlah: UUDP dan SPJ Belanja Rutin/Pembangunan dalam kartu 

pengawasan kredit. 

7. Mcmpersiapkan bahan untuk menerbitkan Nota Persctujuan Pemberian UU DP 

dalam menentukan pembeban11ya atas dasar SPP Bendaharawan Rutin 

Pembangunan, Mempersiapkai1 ·. Surat tegcran/Peringatan 

Bendaharawan yang lalai/Tidak menyampaikan SPJ Belanja Rutin. 

terh'adap 

8. Mempersiapkan bahan pengesahan Sisa UUDP Belanja Rutin/Pembangunan. 
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9. Memelihara data dar; baha.1 materi Anggaran Rutin!Pembangunan dengan cara 

mengatur, menyusun, menyimpan secara rapi dan batk agar mempennudah 

memperolehnya dan mempergun:tkannya sewaktu-waktu. 

C Jenis-Jenis Bendaharawan Bagian Keuangan Sekretari~t Daerah Kota 

Tebing Tinggi 

Sesuai dcngan objek pengurusannya Bendaharawan dapat dibedakan 

dalam 2 (dua ) jeni s bcndaharawan, yaitu Bendaharawan yang mengurus uang 

dan bendaharawan yang mengurus barang. 

Bendaharawan yang mengurus uang terdiri dari Bendah:!.rnwan Umum dan 

Bendaharawan Khusus yaitu : 

1. Bendaharawan Umum (pemegang Kas Daerah) . . 

I 
Yang dimaksud Bend2harawan Umum disini adalqh yang mengurus seluruh 

ayat-ayat dan pasal-pasal dalam APBD serta melaksanakan tugas menerima, 

mencatat dan menyimpa'l semua pendapatan Daerah, baik dari pusat maupun 
' 

pendapatan asli daerah sendiri, disamping itu bertugas pula membayarkan uang 

daerah berdasarkan SPMU yang diterbitkan oleh Ordonator yang ditunju k 

dengan surat keputusan kepala daerah. 

2. Bendaharawan Khusus 

Yang dimaksud dcngan Bendaharawan Khusus clisini adalah Bendaharav,ran 

yang di scrahi tugas pengurusan khusus ayat-ayat atau pasal-pasal tertentu. 
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Bendaharawan Khusus ini terdiri dari : 

a. Bendaharawan Khusus Penerima. 

Bendaharawan Khusus Peneiima adalah Bcndaharawan yang discrahi 

tugas menerima, mP.r1catat dan melakukan penye.toran penerimaan ayat- a~' o t 

tertentu ke ka5 Daerah atau kantor yang diserahi peke~jaan kas daerah atau 

kantor yang membantu pekerjaan kas daerah. 
o . 

b. Bendaharawan Khusus Pengeluaran 

Bendaharawan Khusus pengeluaran ini terdiri dari : 

Bendaharawan Khusus Belanja Rutin yang diserahi tugas pengurusan 

khusus untuk pasal-pasal pengeluaran belanja rutin. 

Bendaharawan Khusus Belanja Pembang1man yang diserahi tugas 

pengurusan khusus untuk pasal-pasal pengeluci.ran Belanja Pembangunan . 

3. Bei1daharawan yang mengurus barang ialah Bendaharawan yang diserahi tuga s 

mengurus barang milik daerah. 

Bendaharawan m1 terdiri dari Bendaharawan Umum Barru1g dan 

bendaharawan Khusus Barang. 

a. Bendaharawan Uruum 13arang disini adalah bendaharawan yang diserahi 

tugas untuk menenma perolehan hak, mencatatJmenyimpan atau 

I 

memelihara dan menyerahka.1 barang/jasa milik daerah yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak. Sesuai dengan Pcraturan Menteri Dalam 

negcn No. 4 Ta:hun 1979 dar No. 1 Tahun 1980, Bcndaharawan Umurn 
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Barang Daerah berada pada Biro Perlengkapan dan Perawatan di Propins i 

dan Bagian Umu111 pada Kabupaten/ Kotamadya. 

Dcngan ditc:rbitkannya Keputusan Mentcri Dalam Ncgcri No. 28 Tahun 

1992 tanggal 2 Maret 1992, tentang Pedoman Org,rnisasi dan Tata K'erj3 

Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan 

Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan te lah 

di sarnpail<an kepada Bupati/Walikotamadya KDH Th\gkat II, nlaka 

Bendaharawan Umum Barang Daerah berada pada Bagian Umum bag i 

Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/Kotamadya Pola Minimal serta Bag ian 

perle :1gkapan bagi daerah tingkat II untuk Kabupate.rJKotamadya Pola 

Maksimal. 

b. Bendaharawan khusus Barang disini adalah bendaharawan yang di seraJ1i 

tugas menerima, menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang mil ik 

dacrah yang ada dalan·1 satuan unit kerja Pemerintah Daerah, menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Talmn 1980, pasal 12, 

Bendaharawan Khusus Barang ini berada pada Sekretariat Daerah atau 

yang oerada pada unit kerja/dinas daerah. 

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan daerah pada umumnya: 

a. Meneriir,a, menyimpan dar. memelihara serta menyerahkan uang atau barang, 

b. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik daerah sect ra 

tertib dan ter _,tur, 
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c. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainr.ya sesuai dengan 

kebutuhan. 

d. Menyusun dokume:-Jbukti/bukti secara tertib dan teratur. 

e. Mcrnhu at l&poran baik secara periodik maupun secara insidentil mengen::i1 

pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala daerah, dalam hal 

ini Bagian Keuangan/Bagian keuangan. 

I 
f. Membuat perhitungan/pertang,gung jawaban atas uan~ atau barang yang 

diurusnya. 

g. Bcndaharawan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah m~ngenai uang atau 

barang yang diurusnya dRri kerur;ian, hi1ang, rusak atau dicuri sebagai akioat 

kelalaian bendaharawan yang bersangkutan. 

h. Setiap hendaharawsn daerah yarig ditunjuk sebagai pemungut pajak negarn 

(PPN/PPH) wajib memungut dan menyetor hasil pungutannya secara utuh 

kepada kantor kas negara (KKN) atau penerima setoran yang ditunjuk dan 

melaporkannya kepada Direktorat Jendend Pajak setempat sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Umum (Pemegang Kas 

Daerah). 

a. Menyelenggarakan penerimaan seluruh pendapatan daerah sebagai dimaksud 

I 

dalam ayat-ayat anggaan dan menyelenggarakan pembayaran atas beb<~n 

pasal-pasal anggaran. 
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b. Mencatat secara tertib ke da1am BJku Kas Per.eri1n::mn dan pengeluaran (B IX ) 

dan bu\\u-huku pcmbantu u1it.uk scmua jenis-jer.is pcncrimaan pendapata11 

<la1:rah baik yang bcrasal Jari pcmcrintah/ instansi yang lcbih tinggi maup u11 

penda1n tan ;1sli aaerah sendiri , atau semua uang yang diterima kembali dari 

pcngcluaran yang te lah di sclesa ik m scbagai contra pos r.rnupun pernbayaran-

pembayaran yang telah dilakukan . 

c. l'vlenyelenggarakan pengeluarai1 uang daerah berda.,arkan surat perintah 

mernbayar uang yang diterbitkan oleh Ordonateur yang ditunjuk oleh Kep~l a 

Daerah. 

' 
d. Menguji SPMU yang diuangkan oleh Bendaha:-awan Khusus maupun pihak ke 

III mengu1ai kebutuhan berdasarkan ketentuan syarat sahnya SPMU ses ua1 

dengan ketentua11 yang berlaku. 

e .. Mernbuat laporan harian mengenai posisi kas daerah kcpada kepala daerah c/q 

Bagian Keuangan/ Bagian Keuangan dengan rnengirim lcmbar as li Buku Kas 

Penerimaan clan Pengeluaran dengan disertai lampiran bukti kas asli 

(authentik) secara lengkap. 

f. Membuat laporan bulanan mengenai target dan realisasi pendapatan da:1 

belanja daerah. 

g. Bc1~da11 ;m1wan U1m:m (pemegang kas daerah) bertanggung jawab atas uang 

yang ada di dalam pengu usannya kepnda kepala daerah mengcnai hal-l1al 

terjadinya kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang milik daerah tersebut. 
I 
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Tugas dan tanggung jawat> Bendaharawan Khusus Pcnerima : 

a. Menyelenggarakan penerirnaan untuk ayat-ayat penerimaan tertentu yang 

berada dalam pengurusannya. 

b. Menyetorkan seluruh uang hasil penerimaan pendapatan daerah ke kas dacrah 

dalam jangka wak'tu yang ditentukan oleh kepala d::ierah . 

c. Mencatat seluruh penerimaan dan penyetoran mengenai uang hasil peneri1rnp n 

pendapatan dae1·ah yang diurusnya pada sa'lt terjadinya penerimaan maupu n 

penyetoran. 
0 

d . Menghimpun sc luruh tanda<anda bukti penenmaan dan penye toran scn,1 

seluruh dokun~en mengenai pendapatan Daerah secara tcrtib dan teratur. 

e. Membuat pertanggung jawaban laporan mengena1 seluruh 

penerimaan/penyetoran pendapatan daerah sesuai dengan yang ditentukan oleh 

Kepala Daerah dalam ha! ini Biro I Bagian keuangan dengan tembusan kepada 

Di11as pendapatan Daerah. 

f. Bendharawan Khusus Penerima bertanggung jawab atas seluruh penenmaan 

pendapatan daerah yang diurnsnya dan penyetoran tepat pada waktunya ser·t a 

bila ada kelambatan penyetiran, ketekoran kas atau kerugian ciaerah yan g 

ditimbulkan atas kelalaiannya. 

' 
Tugas dari tanggllrtg jawab Bertdahatawari Belanja Rutin dan belanja 

Pembangunan : 

a. l\fengajukan surat permintaan pembayaran kepada ordonateur daerah 
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berdasarkan DIK DA/DIPDA clan SKO untuk memperoleh uang_ dalam ra11gL1 

· . mengadakan pembayaran. 

b. lv1cnyclcnggarakan pelunasan tagihan pada pihak ketiga berdasnrkan tancla 

bukti tagi han yang sah. 

c. Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SPMU yang dikrima clan menc at~1t 

semua pengeluaran berdasarkan tanda bukti pengeluaran yang sah secara tcrti b 

dan teratm ke dalam buku kas serta mencatat bukti-bukti tersebut ke dalam 

buku-buku pembantu buku kas berdasarkan pasal-pasal anggaran yang 

dikuasainya untuk masing-rnasing pasal pengeluaran dan buku-buku register 

lainnya. .., 

d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran se rta 

dokumen-dokumen Jainnya yang berhubungan dengan itu secara tertib dan 

tenitur. 

e. Membuat la po ran uang-uang yang diurusnya serl:a membuat 

perhitungan/pertangung jawabar. mengenai uang yang ada di dalam 

pengurusannya kepada kepala daerah setiap bulan 8elamabat-lambatnya tanggal 

10 bul an berikutnya. 

f. Bendaharawan Belanja rutin/pemhangtman bertanggung jawab atas seluruh 

uang yang diurusnya dan bertang_sung jawab atas kebenara.n daripada seluruh 

bukti pengeluaran yang dilakukannya, serta bertanggung jawab pula dalam hal 

terjadi kerugian, ketekoran kas can keselamatan uang daerah tersebut yang 
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c!itimbuli·(an atas kelalaiannya. 

g. .lasa (l i ro atas rekening Bendaharawan Belanja Rutin maupun Pembangunan 

pada Bank adalah merup<.: kan pendapatan Daerah dan wajib disetor /dipindah 

bukukan/ditrasnfer kepada rekening kas daerah pada bank secara utuh se\ iap 

bulan. 

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Khusus Barang : 

a. Menerima barang-barang yang diadakan oleh Pemerintah Daerah atau 

Dinas/U nit satuan kerja yang bersangkutan, 

b. Menyerahkan barang-barang milik Daerah yang berada di bawah 

pcngurusannya berdasarkan surat perintah penyerahan b?..rang da:-i kepala 

dinas/unit satuan kerja pemcrintah daerah atas nam:i kcpala dacrah penyerahan 

terseb11t hanis diketahui atasan langsung. 

' c. Mencatat secara tertib dan teratt..r sem.ua perolehan/penerimaan barang serta 

penyerahan/pengeluaran barang ke dalam buku barang menurut Jern snya 

(berupa barang-barang inventaris <.tau barang-barang dipakai habis). 

d. Menghimpun seluruh dokumen dan tanda bukti perierimaan I pengeluarain I 

penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga mudah dicari kembali 

' 
secara lengkap bila sewaktu-waktu diperlukan. 

e. Membuat laporan mengenai selumh kegiatan pengurusan barang baik di biciang 

pengadaan/perolehan maupun pengeluaran/penyerahan barang yang diurusnya, 

. se11a pei'sediaa n barang yang ada dalam penyirnpanannya setiap akhir bul an 
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kepada kepala daerah dalam penyimpanannya setiap akhir 

bulan kepada kepala daerah dalam ha! ini Biro Per!engkapan dan Perawatan I 

Bagian Umum bagi Dati II untuk Kabupaten/Kotamadya Pola Minimal serta 

Bagian perl engkapan Bagi Dati II untuk kabupaten/Kotamadya Pola maks imal 

melalLli atasan langsung/kepala dinas/unit satuan keria yang bersangkulan. 

f. Bendaharawan khusus barang bertanggung jawab kepada kepala daerah 

mengenai barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau di curi yang 

di r,k ibatkan kelalaian bendaharawan yang bersangkutan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Da1·i ura ian-urnian yang telah dikemukaka'1 pada bab-bab krdahulu. 

pcnu li s ctapat rnenari k kes impulan sebagai bcrikut: 

I . P c l aks~nann adrnini stras i keuangan pada Bcndaharawan maupun organi sns i 

induknya ya itu Bagi an Keuangan Sekretariat Daerah Kotn Tebing Tingg i sudah 

be1j alan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan suatu tingkatan perencanann 

dan perbandingan dalam penyu'.".unan anggaran keuangan tahun ke dc~an 

dengan perbandingan dari tahun sebelumnya. 

2. Bagian Keuangan adalah salah satu Biro yang terdapat di dalam tata 

' 
Pemerintah Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing T ingg i, 

dimana k.eberadaannya sebagai pengelolaan dan administrasi keuangan dacrnh 

dcngan Bendah:irawan dan Bagian Keuangan Sckretariat Daerah Kota Tcbing 

Tingg i ini bertanggung jawab la'1gsung dan berada di bawah Gubernur Kcpala 

Daerah. 

3. Pengc lolaan administras i keuangan pada Bendaharawan maupun organi sasi 

induknya yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi telah 

dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang bcrlaku dengai1 mengutamakan : 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Arif Saputra Budiman - Fungsi dan Peranan Bendaharawan dalam Sistem Pengelolaan....



63 

a. Pcn.' nc2naan. 

b. Pemanfaatan keuangan scefisien dan seefektif mungkin, 

c. Pembukuan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

d. Pelaporan dan pertanggung-jawaban . 

4. Prinsip-prinsip yang dikandung Olch tugas Benda.hara.wan maupun organi sas i 

induknya yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 

hubunga1nya denga.n 1-Iukum Administra<>i negara adalah dimana Bagian dan 

Biro ini tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang 

bcrsi fat perencaaan (planning), antara lain yang dijalankan Bappenas, bappcda, 

Biro 'Lita Kota dan sehagainya serta Tata usaha negara yang dil akukan Glch 
' 

kar.tor-kantor pemcrintah d:ln sebagainya dan juga Bagian Bendaharawan 

maupun organisasi induknya yaitu Bagian Keuangan Se!<retariat Daerah Kota 

Tebing Tinggi adalah merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-und a11gan 

yang n1elingkupi perundang-undangan perihal pengelolaan administrasi 

keuangan. 

B. Saran 

Walau:-un kegiatan sehari-hari tugas Bendaharawan maupun organi sasi 

induknya yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sudah 

berjaJan dengan baik selama in1, namun untuk meningkatkan kwalitas dan 

kwantitas dari kegiatan sehari-hari baik secara teknis maupun secara admini stratif, 
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penulis m ~rasa perlu untuk memberikan saran-saran scbagai berikut : 

6-1 

I 

' 
1. Hubungan yang harmonis antura sesama pegawai di lingkungan Bagian 

Keuangan dengan Bendaharawan maupun organisRsi induknya yaitu pada 

Bagian Keuangan · Sekrctari at Daerah Kl)ta Tebing Tinggi. karena ten aga 

admi nis trasi maupun tcm1ga tekni s. yang sc lama ini telah berlangsung den gan 

baik hendaknya dapat tetap dipelihara. 

' 2. Pengawasan dari pihak yang bel\.venang, baik intern maupun ekstem, pcrlu 

ditingkatkan agar sistem pengelolaan administrasi keuangan dapat 

beri-cembang dan dapat menjalankan fungsinya dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Penggunaan dan pemanfaatan keuangan negar:a hendaknya dapat dilakukan 

seefisien dan seefektif mungkin sehingga pencapaian sasaran dapat terlaksana. 
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